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Abstract. Islamic boarding schools and madrassas play an important role in the formation of religious character 

and education in Indonesia. The transformation of the regulations of these two institutions is crucial to adjust 

educational practices to the principles of the state of law of Pancasila. This study aims to analyze the dynamics 

of the regulation of Islamic boarding schools and madrasah diniyyah and its impact on the internalization of 

Pancasila values. The method used is qualitative descriptive through the study of documents, including laws and 

regulations and related literature. The results of the study show that there are significant changes, such as formal 

recognition of institutional status, curriculum standards, and accreditation mechanisms, which strengthen 

operational legality and the application of Pancasila values. In addition, the latest regulations also encourage 

the improvement of the quality of governance, transparency of institutional management, and strengthening the 

role of the community in the education process. The implementation of these regulations also provides space for 

learning innovation, integration of religious moderation, and adaptation to social development. In conclusion, 

the harmonization of these regulations allows for religious education that is relevant to the national context while 

maintaining religious identity. This research provides the basis for the development of a balanced Islamic 

education policy between state authorities, the needs of students, and the autonomy of educational institutions in 

the face of modern challenges and increasingly complex social changes. 
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Abstrak. Pesantren dan madrasah diniyyah berperan penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan 

keagamaan di Indonesia. Transformasi regulasi kedua lembaga ini menjadi krusial untuk menyesuaikan praktik 

pendidikan dengan prinsip negara hukum Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika regulasi 

pesantren dan madrasah diniyyah serta dampaknya terhadap internalisasi nilai Pancasila. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan, seperti pengakuan formal status lembaga, standar 

kurikulum, dan mekanisme akreditasi, yang memperkuat legalitas operasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila. 

Selain itu, regulasi terbaru juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola, transparansi pengelolaan lembaga, 

serta penguatan peran masyarakat dalam proses pendidikan. Implementasi regulasi tersebut turut memberikan 

ruang bagi inovasi pembelajaran, integrasi moderasi beragama, dan adaptasi terhadap perkembangan sosial. 

Kesimpulannya, harmonisasi regulasi ini memungkinkan pendidikan keagamaan yang relevan dengan konteks 

nasional sekaligus mempertahankan identitas keagamaan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan 

kebijakan pendidikan Islam yang seimbang antara otoritas negara, kebutuhan peserta didik, dan otonomi lembaga 

pendidikan dalam menghadapi tantangan modern serta perubahan sosial yang semakin kompleks. 

 
Kata kunci: Madrasah Diniyyah; Pancasila; Pendidikan Islam; Pesantren; Regulasi.  

 

1. LATAR BELAKANG  

Pesantren dan madrasah diniyyah telah lama menjadi lembaga pendidikan keagamaan 

yang berperan strategis dalam membentuk karakter, moralitas, serta pemahaman keagamaan 

masyarakat Indonesia. Lembaga-lembaga ini bukan sekadar tempat transmisi ilmu agama, 

tetapi juga agen sosial yang menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan semangat kebangsaan 

kepada para santri. Posisi pesantren yang unik dan mandiri, mengakar pada masyarakat, dan 
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berlandaskan tradisi Islam yang menjadikannya bagian penting dari sistem pendidikan 

Indonesia. Transformasi besar terjadi ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan formal terhadap pesantren dan 

madrasah diniyyah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini mengatur 

aspek kelembagaan, kurikulum, pembiayaan, hingga akreditasi lembaga pendidikan Islam. 

Kehadiran regulasi tersebut menjadi tanda bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan 

pesantren, tetapi juga memberikan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan 

keagamaan. Namun, transformasi regulasi ini memunculkan dinamika baru. Di satu sisi, 

regulasi memberikan kepastian hukum dan akses terhadap pembiayaan negara. Di sisi lain, 

terdapat tantangan implementasi, terutama pada pesantren tradisional yang memiliki karakter 

kemandirian dan kurikulum khas. Beberapa pesantren masih menghadapi kendala seperti 

keterbatasan sumber daya, pemahaman regulasi, serta kekhawatiran hilangnya identitas jika 

kurikulum harus diseragamkan. Dalam konteks negara hukum Pancasila, regulasi pesantren 

menjadi penting karena menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan nilai kebangsaan. 

Pancasila sebagai dasar negara menuntut adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan 

praktik pendidikan, sehingga pesantren tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu agama, tetapi 

juga pada pembentukan karakter santri yang moderat, toleran, dan berkomitmen terhadap 

keutuhan bangsa. Dengan demikian, kajian mengenai transformasi regulasi pesantren dan 

madrasah diniyyah dalam kerangka negara hukum Pancasila menjadi relevan untuk dianalisis. 

Kajian ini tidak hanya melihat aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga bagaimana 

implementasinya dapat berdampak pada identitas lembaga, kualitas pendidikan, serta 

internalisasi nilai Pancasila di lingkungan pesantren dan madrasah diniyyah. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Pesantren dan madrasah diniyyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki 

kontribusi historis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di Indonesia. Keduanya 

tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga menjalankan peran 

sosial dan kultural dalam masyarakat. Pesantren dikenal sebagai lembaga yang menanamkan 

nilai-nilai disiplin, kemandirian, serta etika spiritual melalui proses pembelajaran formal dan 

nonformal. Pola pendidikan di pesantren tidak hanya bergantung pada kurikulum tertulis, tetapi 

juga menekankan keberadaan hidden curriculum melalui keteladanan kyai, budaya pesantren, 

dan pembiasaan sikap santri dalam kehidupan sehari-hari. Madrasah diniyyah memiliki 

karakter yang serupa, khususnya dalam penguatan pembelajaran keagamaan secara struktural 

sebagai bentuk pelengkap pendidikan formal di masyarakat. Transformasi regulasi pendidikan 
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Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan ketika pemerintah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan landasan hukum 

bagi pesantren dan madrasah diniyyah sebagai bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. 

Regulasi ini mengatur status lembaga, kurikulum, standar mutu pendidikan, hingga akreditasi 

dan pembiayaan dari negara. Dengan adanya legitimasi formal tersebut, pesantren memperoleh 

kepastian hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan 

pemberdayaan masyarakat. Namun, dinamika muncul ketika regulasi diterapkan pada 

pesantren tradisional yang sejak awal tumbuh secara mandiri dan berlandaskan pada sistem 

pembelajaran klasik. Beberapa pesantren masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan 

sumber daya, minimnya akses terhadap pelatihan regulasi, serta kekhawatiran bahwa 

standarisasi kurikulum akan menghilangkan identitas khas pesantren. Dalam tatanan 

ketatanegaraan, Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila, sehingga setiap 

kebijakan publik, termasuk regulasi mengenai pesantren dan madrasah diniyyah, harus sesuai 

dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Regulasi pendidikan Islam tidak boleh mematikan kearifan 

lokal, melainkan harus menjadi bentuk harmonisasi antara hukum nasional dan praktik 

pendidikan yang telah mengakar secara budaya. Pancasila dalam konteks pendidikan pesantren 

berfungsi sebagai bingkai yang mengarahkan pelaksanaan pendidikan ke arah pembentukan 

akhlak mulia, penghormatan terhadap kemanusiaan, nilai persatuan, sikap demokratis, dan 

keadilan sosial. Dengan demikian, pesantren tidak hanya fokus pada pembentukan kompetensi 

keagamaan, tetapi juga menumbuhkan karakter santri yang memiliki kesadaran kebangsaan 

dan inklusivitas. Integrasi nilai Pancasila ke dalam pendidikan pesantren dapat dilakukan 

melalui kurikulum formal maupun melalui budaya pendidikan yang bersifat implisit. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai moderasi beragama, toleransi, dan kepedulian 

sosial dapat dilakukan melalui pembiasaan kegiatan sosial, pengajaran berbasis proyek, serta 

integrasi nilai Pancasila dalam mata pelajaran keagamaan. Dengan model pendidikan 

demikian, pesantren mampu melahirkan santri yang tidak hanya berpengetahuan agama, tetapi 

juga berorientasi pada keharmonisan nilai agama dan kebangsaan. Harmonisasi antara regulasi 

dan identitas lokal pesantren sangat diperlukan agar modernisasi sistem pendidikan dapat 

berjalan tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren yang telah diwariskan secara turun-

temurun. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis 

transformasi regulasi pesantren dan madrasah diniyyah dalam kerangka negara hukum 

Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena 

sosial dan pendidikan secara mendalam, mengidentifikasi dinamika regulasi, dan mengevaluasi 

implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap perspektif 

pengelola, guru, dan santri mengenai regulasi serta interaksi regulasi dengan praktik 

pendidikan sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus multi-lokasi. 

Beberapa pesantren dan madrasah diniyyah dipilih sebagai objek penelitian untuk memperoleh 

gambaran yang komprehensif mengenai transformasi regulasi. Pemilihan multi-lokasi 

bertujuan membandingkan implementasi regulasi di pesantren dengan karakter dan ukuran 

berbeda, serta untuk menilai dampak regulasi terhadap kualitas pendidikan dan internalisasi 

nilai Pancasila. Populasi penelitian mencakup pengelola, guru, dan santri pesantren serta 

madrasah diniyyah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Teknik purposive 

sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengalaman langsung terkait 

regulasi, termasuk kepala pesantren, guru madrasah, dan pengawas pendidikan. Jumlah sampel 

ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dilakukan hingga tidak 

ada informasi baru yang muncul. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-

terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan 

untuk menggali pandangan pengelola dan guru mengenai regulasi, kendala implementasi, dan 

strategi adaptasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat praktik pembelajaran dan 

manajemen pesantren yang terkait dengan regulasi. Studi dokumen mencakup analisis UU No. 

18 Tahun 2019, peraturan Kementerian Agama, kurikulum, dan dokumen akreditasi lembaga. 

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan lembar observasi yang telah diuji 

validitasnya melalui konsultasi dengan pakar pendidikan Islam dan revisi awal di lapangan. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten tematik dengan tahapan 

pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan 

antarvariabel. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta 

melakukan cross-check terhadap dokumen resmi. Metode penelitian ini diharapkan 

menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi regulasi, tantangan 

implementasi, dan strategi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan 

praktik pendidikan Islam di pesantren dan madrasah diniyyah. Hasil analisis dapat menjadi 

dasar rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. 
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Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel 

penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian 

yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup 

merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan 

mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan 

dalam kalimat.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi Regulasi Nasional terhadap Pesantren dan Madrasah Diniyyah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren, posisi pesantren dan madrasah diniyyah semakin kuat secara hukum. 

Undang-undang tersebut memberikan kepastian mengenai status lembaga, hak memperoleh 

bantuan negara, dan pengaturan kurikulum. Akibatnya, pesantren tidak lagi dipandang hanya 

sebagai lembaga keagamaan informal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional. 

Namun, implementasi regulasi ini tidak berjalan seragam. Pesantren modern cenderung 

lebih siap menyesuaikan administrasi, sistem pembelajaran, dan mekanisme akreditasi. 

Sebaliknya, pesantren tradisional menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber 

daya manusia, minimnya akses pelatihan regulasi, serta kekhawatiran bahwa adanya 

standarisasi akan mengubah karakter asli pesantren. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kesiapan lembaga sangat dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan, manajemen 

pendidikan, dan kemampuan adaptasi internal pesantren. 

Integrasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Pesantren 

Transformasi regulasi tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mendorong 

internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan pendidikan. Nilai-nilai seperti sikap 

toleran, gotong royong, moderasi beragama, penghormatan pada perbedaan, serta kepedulian 

sosial menjadi bagian dari tujuan pendidikan pesantren. Penelitian menunjukkan bahwa 

pesantren modern lebih mudah menerapkan nilai-nilai tersebut melalui penyusunan kurikulum 

formal, ekstrakurikuler, dan kegiatan sosial santri. 

Selain melalui kurikulum, internalisasi nilai Pancasila juga dilakukan melalui hidden 

curriculum, yaitu pembiasaan dalam kehidupan santri sehari-hari. Keteladanan kyai, interaksi 

sosial antar santri, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi media utama 
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pembentukan karakter. Pendekatan ini efektif karena pendidikan nilai tidak hanya bersifat 

kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. 

Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas Pelaksanaan di Lapangan 

Penelitian menemukan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di 

pesantren, khususnya dalam penerapan standar kurikulum dan akreditasi. Pesantren yang masih 

tradisional cenderung mempertahankan metode klasik, seperti pengajian kitab kuning dan 

sistem sorogan. Metode ini dipandang sebagai ciri khas pesantren dan identitas yang tidak 

boleh hilang. Hambatan utama muncul karena keterbatasan pemahaman terhadap teknis 

regulasi, belum semua pesantren memiliki administrasi yang tertata, adanya kekhawatiran 

homogenisasi yang menghilangkan karakter lokal. Artinya, regulasi yang terlalu baku 

berpotensi tidak sesuai dengan keberagaman pesantren yang memiliki karakter dan tujuan 

pendidikan berbeda-beda. 

Strategi Harmonisasi antara Regulasi Nasional dan Identitas Pesantren 

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pesantren melakukan beberapa strategi 

adaptasi, seperti: mengikuti pelatihan regulasi dan manajemen pendidikan, mengadopsi 

teknologi untuk administrasi dan evaluasi pembelajaran, mengintegrasikan nilai Pancasila 

melalui kegiatan hidden curriculum tanpa mengubah kurikulum inti pesantren.  

Penyelarasan dilakukan dengan prinsip standar nasional dipenuhi, identitas pesantren 

tetap dijaga. Strategi ini terbukti memungkinkan pesantren untuk tetap menjadi lembaga yang 

mandiri namun relevan dengan kebutuhan bangsa. 

Dampak Transformasi Regulasi terhadap Karakter Santri 

Transformasi regulasi memberi dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan 

pembentukan karakter santri. Pesantren yang mampu mengombinasikan kurikulum nasional 

dengan kearifan lokal terbukti menghasilkan santri yang moderat dan toleran, memiliki 

komitmen kebangsaan, memahami nilai Pancasila sebagai spirit beragama dan bernegara. 

Dengan demikian, penyelarasan regulasi dan nilai pesantren bukan hanya menghasilkan 

legalitas administratif, tetapi juga memperkuat kontribusi pesantren dalam membangun 

generasi berkarakter. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi regulasi pesantren dan madrasah 

diniyyah dalam kerangka negara hukum Pancasila, dapat disimpulkan bahwa proses regulasi 

melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan formal dan kepastian 

hukum terhadap keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 
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Regulasi ini memperkuat posisi pesantren melalui penataan standar kurikulum, peningkatan 

kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akreditasi yang lebih sistematis. Dalam konteks negara 

hukum Pancasila, regulasi ini menjadi bentuk harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan 

ideologi negara, sehingga pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan agama, tetapi 

juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, tanggung jawab sosial, serta 

komitmen kebangsaan. Namun demikian, implementasi regulasi tidak berjalan seragam pada 

seluruh lembaga. Pesantren modern relatif lebih siap dalam aspek administrasi dan manajemen 

kelembagaan, sedangkan pesantren tradisional masih menghadapi kendala terkait sumber daya, 

pemahaman regulasi, dan kekhawatiran hilangnya identitas pesantren jika terjadi standarisasi 

kurikulum secara kaku. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan karakteristik 

lokal pesantren menjadi langkah penting agar transformasi regulasi tidak menghilangkan 

keunikan pesantren yang telah terbentuk secara historis dan kultural. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, 

pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi 

regulasi agar pesantren, khususnya yang tradisional, memiliki pemahaman yang memadai 

dalam penerapan standar nasional. Kedua, pesantren perlu mengembangkan strategi adaptif 

dalam mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam pembelajaran dan budaya lembaga, tanpa 

meninggalkan kekhasan kurikulum pesantren. Ketiga, diperlukan monitoring dan evaluasi 

yang berkelanjutan berbasis kemitraan antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat untuk 

memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif dan proporsional. Dengan demikian, 

transformasi regulasi tidak hanya menghasilkan legalitas administratif, tetapi juga memperkuat 

kontribusi pesantren dan madrasah diniyyah dalam membentuk generasi yang berkarakter, 

beragama, dan berwawasan kebangsaan sesuai prinsip negara hukum Pancasila. 
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